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1.1 Latar Belakang Masalah
Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai pergantian

yang kedua berdasarkan Undang-Unding Nemor 32 Tahun 2004 mengenai

FEIIBE[inth daerai, Secan andiciy ﬂmmﬂmﬂdﬂ
AL Tt . m mbiEvai .. am kebutuhan

b dacrah diberikan kewsjiban oleh otonomi. daesah
mendanai  kepentingan daerahnya sendiri  dengan
unakan sumber dari pendapatan asli dacrah youg maksimal bugi dserahnya
(Atika dan Sofya, 2020). Otonomi yang diberikan pemeriniah pusat pada
ot 1o AU i
1 Desentralisasi fiskal merupakan

melaksanakan pembiaynan keuangan deerah ¢ memenuhi keperluan dari

pengelolaan pemerntah daerah (Utami dan Ningsih. 2018),
Pelaksangan dalam pembangunin daersh membutuhkan dana yang sangat

tinggi, yang menjadi sumber dana untuk mendanai pembangunan daerah salah
satunya vaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Parwoto dan Luthfansa, 2019).



PAD menjadi indikator dalam menghitung tingkat suatu kemandirian dibagian
keuangan yang ada pada pemerintah daerah. Selama pemerintah daerah sanggup
untuk mandini sast memajukan daerah, maka PAD wajib dalam meningkatkan

perekonomian daerahnya (Harum, 2019).

Potensi daerah dalam mendanai pembangunan doerainy semakin tingg
maka semakin ting@l jugs penerimasn yang ada pada.PAD, dalam kemampuan
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ksimal (Utami dan Ningsih, 2018).

daerah seloma melaksanakan pembangunan’ dan

n {Pratama,

lsgrah belum  sanggup

memberikan kemampuan yang efektif dalam memaksimalkan penerimaan dari
pajak doersh. pasti akan berakibal boruk untuk perkembangan suatu daerah
kejadian ini dapat menyebabkan ferhentinya perkembangan dalam ekonomi
negara karena pajak negara juga bersumber dari pendapatan pajak daersh (Harum,
2019). Adapun preseniase yang dihitung dari hasil realisasi yang diperoleh dalam
penerimaan PAD pada Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan 2019,

realisasinya PAT) tersaji dalam tebel berikut ini:



Tabel 1.1 Reallsasl PAD Tahun 2015-2019

Tahun PAD (Jutaan Rupliah) %

015 510548 822 108%
2016 540,504 305 106%
2017 657.049.934 22%
2018 66749307 02%
2019 4 19.0d

ing rendah sebesar 102%,

r Rp 689.049.725.500
103%. Berdasarkan
data diatas memperlihatkan presentase realisasi PAD pada Kota Yogyakarta dari
tahun 2015-2019 mengalami adanya fluktuasi seperti yang terjadi pada tahun
2015, tahun 2016, tshun 2018, dan tahun 2019 sedangkan tshun 2017 PAD
mengalami peningkatan.



Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame merupakan
jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin
diperhatikin adanya  komponen pendukung yaitu pembangunan  maupun
pariwisata dalsm kebijakan pembangunan daerah (Lewasari. 2019). Seiring

wlapat pajak hotel, restoran, hiburan, t

benkut ini:

pajak restoran, pajak hiburan. dan pajak reklame menunjukan dalam masa periode
lima tahun mengalami adanya kenatkan dan penurunan, Hasil dari pajak hotel
pada tahun 2015 sebesar 18,25%, tahun 2016 realisasi yang telah diberikan oleh
pajak hotel sebesar 21,14%, tahun 2017 dalam realisasi pajak hotel terhadap PAD

sebesar 19.64%, tahun 2018 nealisasi pajak hotelnya yaitu sebesar 23.33%, tahun



2019 realisasinya sebesar 23.40% pada pajak hotel. Penerimaan pajak hotel di
Kota Yogyakarta pada tshun 2015 memperlihatkan hasil sebesar
Rp93.190.594.318, tahun 2016 penerimamya sebesar Rpl14.305.035.111, tahun
2017 sebesar Rpl29.058.539.653, tahun 2018 sebesar Rpl149.075.654.791
penerimaan pajak hotelnya, dan tahun 2048pajak hotel memperlihatkan hasilnya
sebesar Rp161.297492.790, malks

atan pajak restoran di Kots Yogyakartn penech
i 2015 schesar Rp28.734.423.175, ¢
| penerimaan sebesar Rp36.645.164.007, pada tahum

sebesar Rpd2.592.597.350, tahun 2015 sehesar Rp4f.

penerimaan pada tahun 2016 dari pajak hiburan sebesar 2.11%, dalam penerimaan
tahun 2017 hasilnya sebesar 2,07%, tahun 2018 tefjadi penurunan yaitu sebesar

1,88%, dan penerimaan pajak hiburan di tahun 2019 hasil dan realisasinya sebesar
1.84%. Pendapatan vang terdapat dalam pajak hiburan pada Kota Yogyakarta dari



tahun 2015 sebesar Rp7.402.074.004, tahun 2016 memperfihatkan jumlah sebesar
Rp!1.440.566.732, pajak hiburan dalam penerimaannya tahun 2017 sebesar
Rp13.662360.780, tahun 2018 menunjukan adanya penyusutanya sebesar
Rp12.594 868,046, dan tahun 2019 penerimaan terjadi adanya kenaikan sebesar

Rp12.702.230.080,

Penerimaan realisasi, hasil pijak reklome terhadap PAD pada tahun 2015
sebesar 1,029, penerimaan tahun 2016 hasilny. soh ar 0 57%, pajak reklame
sebesar %, tan tzhun 2019 hasil dari pendapatunya sebesar

8%, Pajak reklame dalam penerimaannya pada tahun 2015 menuji

ar RpS.212.036.257. pajak reklame di tahun 2016 memperibatkan terjadinya
Q1L sar Rp3.662.384.382, tahun 2017 mengalami peningkatan sebesa
Rp7. 102920256, tshun 2018 menunjukan hasil sebesar Rp7.435.901.805 dan
b, 2019 pujk reklame merpelivahon hsil ar peneih sches
Rp7.449.951 971,

aks permungutan pajak
dacrah yaitu pajak hiburan dan pajok reklune dari fahun 2015-2019 yang
realisasi penerimaannya jbelum mak akan berdampak juga pada
realisasi PAD Kota Yogyakarta yvang mengalami fluktuasi selama tahun 2015-
2019. Adapaun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Yogyakarta
seperti masalah kualitas sumber daya manusia baik pemungutan pajak maupun
wajib pajak dan dikarenakan minimnya wajib pajak dalam membayar pajak
daerah (Gheta, 2020),



Penelitian yang dilakukan Parwoto dan Luthfansa (2019) menunjukan

bahwa penerimaan pada tiap-tiap pajak daerah dan PAD yang ada pada Kabupaten
Bantul terjadi adanya suatu kenatkan yang hasil dalam golongan sedang,

Penelitian Devina (2020) pada Kota Bandung mengensi top-tinp pajak duerah

diharapkan rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang nda distas,

maka yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

I. Apakah terdapat kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Yogyakarta
dari tahun 205-2019 7



2. Apakah terdapat peningkatan pajak daerah terhadap PAD di Kota Yogyakarta
dari tahun 2015-2019 7

1.3 Batasan Masalah
Pembatasan sustu maosslah  digunakon  untuk  menghindari  adanya

ah agar penelitian tersebut [ebih

penyimpangan maupun pelebaran pokak

1.5 Manfaat Penelltian

Manfast dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada
berbagai pihak teoritis dun pihak praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dalam
penelitian ini sebagai berikut:



1.5.1 Manfaat Teoritls

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan mengenai
kontribusi pajak daersh terhadap peningkatan PAD yang ada pada Kota
Yogyakarta serta bisa digunakan memjadi pengelolsan pemerintah daersh yang

pendapatannya tidak hanya di dapat dan piisat,

1.5.2 Manfaat T

Daoerah (BPEAD) dalam MUK - penm
terhadap PAD pada Kota Yogyakarta.

1.6 Sisternatika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan
skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. Sistematika
penulisannya adalah sebagai berikut;



BAB1 PENDAHULUAN

Bab | membahas mengenai lotar belakang masalah, remusan masalah,
batasan masalah, tujuan dari penelitian, manfaast penelitian, dan sistematika

Bab V membahas mengenai kesimpulan dan seluruh proses yang didapat

pemerintah Kota Yogyakarta ,serta keterbatasan yang ada dalam penelitian
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